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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,

a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, serta untuk tertib penatausahaan dan
pengelolaan keuangan daerah diperlukan pedoman untuk
melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 khususnya terhadap penyelesaian pembayaran utang
pada pihak ketiga yang menjadi tanggungjawab atau
kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya,
.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.
dalam huruf a diatas, perlu dilakukan Perubahan Peraturan
Bupati Rokan Hilir tentang Penetapan Pembayaran Utang
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Pihak
Ketiga :

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang1
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan2.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang3.
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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10.

11.
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan4.
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang5
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791,
.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang6.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502),
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang7.
pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574),
.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana8.
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem9.
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PIHAK KETIGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2017
tentang Penetapan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Pada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017
Nomor 27), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
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1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi
sebagdi berikut:

Pasal 2

(1) Utang kepada Pihak Ketiga Merupakan kewajiban jangka pendek yaitu
kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setklah tanggal pelaporan atau Jangka Panjang yaitu Kewajiban yang
diHayarkan melebihi dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.

Pasal II
L

Agar setidp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BupatiAga
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ini dengdn penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
padatanggal 20 Jwmi 2017

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO
Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tarjggal G0 Jul 2017

RETARIS DAERAH
5 PAFEN ROKAN HILIR,

Salipan-sesuai dengan aslinya
HUKUM DAN HAMKE

TPA34KA

na Tk.I
SYRYA ARFAN

NP- 0811 200012 1 004

BERITAIDAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 45
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